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Abstrak 
UURI Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, menjelas-
kan bahwa kegiatan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan 
adanya keterpaduan penggunaan antar berbagai sumberdaya alam dan 
sumberdaya binaan dengan memperhatikan sumberdaya manusia. Untuk 
menjabarkan UU Nomor 24/1992 ke dalam UU Nmor 22/1999 tentang 
Pemerintah Daerah, maka perwujudan keterpaduan berbagai sumber-
daya tersebut perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang menyangkut 
berbagai kewenangan antar Pusat, Daerah Propinsi, dan Kabupaten/ 
Kota. Ini berarti bahwa produk tata ruang wilayah tidak lagi hanya 
dilihat sebagai sesuatu yang statis, tetapi luwes dan fleksibel dan tetap 
tegas dan jelas dalam asasnyaagar dapat mengantisipasi dinamika 
perkembangan masyarakat di masing-masing wilayah.  
Agar dapat diperoleh suatu keserasian dan keterpaduan antar 
lintas wilayah kewenangan(propinsi dan kabupaten/kota), maka adanya 
dukungan dari semua stakeholder maupun shareholder menjadi sangat 
perlu. Penataan ruang harus sudah mengadopsi pendekatan partisipatif, 
melalui peran serta masyarakat dalam setiap tahapannya. Ini berarti 
pendekatan topdown yang dipakai dalam aturan perundang-undangan 
yang berlaku harus disesuaikan supaya sejalan dengan semangat oto-
nomi daerah. Dengan demikan, maka penataan ruang tidak hanya dapat 
dilihat dari sisi produknya saja, tetapi juga harus termasuk rencana 
implementasi kebijakan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian 
pemanfaatannya. 
Kata kunci : penataan, lintas wilayah kewenangan. 
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1 Latar Belakang 
Sebagaimana diketahui, dalam beberapa tahun terakhir ini telah 
terjadi berbagai perubahan politik yang mendasar di Indonesia. 
Perubahan politik ini telah mengubah arah seluruh tatanan kehidupan 
dan pembangunan bangsa. Perubahan-perubahan politik dalam negeri 
ini tidak hanya terjadi akibat perubahan sistem pemerintahan, dan 
tuntutan reformasi di dalam negeri, tetapi juga dipengaruhi oleh 
perubahan-perubahan atas sistem politik di luar negeri. Secara 
mendasar, perubahan politik yang terjadi telah menyebabkan tuntutan 
atas demokrasi yang lebih besar, yang kemudian berimplikasi ter-
hadap pergeseran sistem pemerintahan sentralistik menjadi desentral-
istik dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah. 
Menyiasati adanya berbagai tuntutan perubahan di atas, pada 
tahun 1999 telah ditetapkan UU Nomor 22 tentang Pemerintahan 
Daerah dan UU Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pusat dan Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan 
pelaksanaan, seperti PP 25 tahun 2000. Kedua undang-undang 
tersebut diharapkan akan membawa arah baru dalam berbagai aspek 
pembangunan dengan menitikberatkan kewenangan pembangunan 
luas kepada daerah. 
Pergeseran paradigma pembangunan tersebut tentunya akan 
berkonsekuensi logis terhadap kegiatan penataan ruang secara 
keseluruhan. Pemerintah daerah kabupaten dan kota yang memiliki 
otonomi luas tentunya akan menjadi ujung tombak pelaksanaan 
penataan ruang. Untuk  itu rencana tata ruang wilayah (RTRW) 
kabupaten/kota di masa depan, diharapkan akan menjadi acuan bagi 
Bupati dan Walikota dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 
dan menjadi salah satu bahan yang harus dipertanggungjawabkan 
kepada rakyat melalui DPRD atas pelaksanaannya.  
Disisi lain, pemerintah daerah propinsi dengan kewenangan 
otonomi terbatasnya berorientasi pada pengaturan ruang lintas 
kabupaten/kota, jaringan prasarana, sistem kota-kota dan lingkungan. 
Gubernur selaku kepala daerah dapat berperan dalam memadukan 
kegiatan pemanfaatan ruang antara pemerintah propinsi dan peme-
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rintah kabupaten/kota, dengan mempertimbangkan faktor strategi 
pembangunan daerah, keunikan daerah dan visi bersama di dalam 
pengembangan wilayah. RTRW Propinsi dapat digunakan juga oleh 
DPRD sebagai alat kontrol bagi kepala daerah terhadap penyeleng-
garaan pembangunan daerah yang berbasis tata ruang. 
Dalam era globalisasi yang dicirikan dengan perubahan yang 
cepat di bidang informasi dan teknologi, investasi dan pergerakan 
penduduk, menuntut adanya perencanaan tata ruang yang optimal 
tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan kondisi lingkungan. 
Kebijakan penataan ruang di masa depan merupakan kebijakan publik 
yang harus transparan, berkeadilan dan akomodatif terhadap kepen-
tingan berbagai lapisan masyarakat sehingga keterlibatan masyarakat 
sebagai aktor pembangunan dalam perencanaan, pemanfaatan dan 
pengendalian ruang mutlak diperlukan. 
Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, 
menjelaskan bahwa kegiatan penataan ruang bertujuan untuk mewu-
judkan keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam, sumberdaya 
buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia. Dengan adanya 
tujuan untuk mewujudkan keterpaduan berbagai sumberdaya, maka 
sebagai implikasinya proses penataan ruang perlu mempertimbangkan 
aspek-aspek yang menyangkut berbagai kewenangan antara berbagai 
tingkat pemerintahan terhadap sumberdaya dimaksud. Produk pena-
taan ruang wilayah tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang statis, tetapi 
diharapkan dapat bersifat luwes dan fleksibel untuk mengantisipasi 
perkembangan dan dinamika masyarakat. Namun demikian penataan 
ruang juga harus tetap tegas dan jelas dalam asasnya. 
Perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
erat dengan penataan ruang wilayah, tuntutan dan tantangan ke depan, 
kendala yang dihadapi dalam penataan ruang, serta pemikiran pena-
taan ruang wilayah propinsi dan kabupaten/kota di era otonomi, 
merupakan substansi yang dicoba untuk dikaji di dalam makalah ini. 
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2 Dasar Hukum dan Pengertian Penataan Ruang Wilayah 
2.1 Dasar Hukum Penataan Ruang Wilayah 
Penataan ruang di Indonesia telah berlangsung sejak beberapa 
tahun ke belakang, antara lain dengan dibentuknya ordonansi pemba-
ngunan kota beserta peraturan perencanaannya (Stadsvormings 
ordonnantie) pada tahun 1948. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan 
terbitnya peraturan perundang-undangan lainnya sebagai pengganti 
peraturan yang diterbitkan pada jaman penjajahan, seperti UU Nomor 
5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU 
Nomor 5 tahun 1974  tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, 
UU Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Penge-
lolaan Lingkungan Hidup. Produk aturan lainnya yang secara spesifik 
mengatur penataan ruang adalah keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 4 tahun 1980 yang intinya kota harus memiliki rencana induk 
dan rencana detail sebagai dasar pembangunan kota. 
Ketiga undang-undang tersebut di atas menjadi dasar atau acuan 
bagi terbentuknya undang-undang tentang penataan ruang, yang 
kemudian diakomodasikan pada tanggal 13 Oktober 1992  dalam UU 
Nomor 24 tahun 1992. Beberapa kata kunci yang mendasari 
diterbitkannya UU ini antara lain adalah bahwa ruang wilayah 
Republik Indonesia memiliki kedudukan yang strategis sebagai negara 
kepulauan dengan keanekaragaman ekosistem dan  sumberdaya 
alamnya yang perlu dikoordinasikan dan diterpadukan dengan 
sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan (binaan) dalam pola 
pembangunan yang berkelanjutan melalui pengembangan tata ruang 
dalam satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis. Hal lainnya juga 
menjadi pertimbangan adalah kondisi yang ada pada saat itu dimana 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan 
ruang belum menampung tuntutan perkembangan pembangunan. 
Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 ini perlu ditindaklanjuti 
dengan peraturan pemerintah yang merupakan pedoman pelaksanaan 
penataan ruang. Berdasarkan informasi yang ada (BKTRN), undang-
undang ini akan ditindaklanjuti dengan 14 (empat belas) Peraturan 
Pemerintah sebagai acuan operasionalnya. Namun demikian sejak 
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tahun ditetapkannya UU pada tahun 1992 sampai dengan tahun 2001 
ini baru selesai diundangkan sebanyak 3 (tiga) peraturan pemerintah 
yaitu : 
1. PP Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewa-
jiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam 
Penataan Ruang (Lembaran Negara RI tahun 1996 Nomor 104; 
Tambahan Lembaran Negeri RI Nomor 3360). 
2. PP Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional. 
3. PP Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta 
Rencana Tata Ruang. 
Sedangkan sebanyak 11 (sebelas) peraturan pemerintah lainnya 
belum diundangkan. Kesebelas peraturan pemerintah tersebut adalah : 
1. PP tentang Penatagunaan Tanah 
2. PP tentang Penataan Ruang Kawasan Perkotaan 
3. PP tentang Penetapan Kawasan, Pedoman dan Tata Cara 
Penyusunan Rencana Tata Ruang untuk Kawasan Tertentu. 
4. PP tentang Penetapan Kawasan, Pedoman dan Tata Cara 
Penyusunan Rencana Tata Ruang untuk Kawasan Perdesaan. 
5. PP tentang Kriteria dan Tata Cara Peninjauan Kembali dan atau 
Penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan 
Kabupaten/Kota 
6. PP tentang Pola Pengelolaan Tata Guna Air. 
7. PP tentang Pola Pengelolaan Tata Guna Udara 
8. PP tentang Pola Pengelolaan Tata Guna Sumberdaya Alam lainnya 
9. PP tentang Penataan Ruang Udara dan Laut di luar batas Wilayah 
Propinsi dan Kabupaten/Kota 
10. PP tentang Batas Ruang Laut dan Udara di Propinsi dan 
Kabupaten/Kota 
11. PP tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Tata Ruang Pertahanan 
Keamanan. 
Peraturan perundang-undangan tersebut pada gilirannya harus 
disesuaikan sejalan dengan diterbitkannya UU Nomor 22 tahun 1999 
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tentang pemerintahan daerah. Hal ini mengingat UU Nomor 24 tahun 
1992 masih menggunakan acuan hukum UU Nomor 5 tahun 1974 
tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, yang banyak sekali 
mengubah sistematika dari sistem pemerintahan, seperti tidak adanya 
hirarki antara propinsi dan kabupaten/kota, propinsi dengan otonomi 
terbatas sedangkan kabupaten/kota diberikan kewenangan otonomi 
luas, dan banyak hal lainnya yang pada akhirnya perlu adanya 
penyesuaian. 
 
2.2 Pengertian Penataan Ruang Wilayah 
Terlepas dari perkembangan dan tuntutan peninjauan kembali 
Undang-undang Penataan Ruang tersebut, ada beberapa hal yang 
dapat diambil berkaitan dengan pengertian penataan ruang secara 
keseluruhan. Penataan ruang menurut UU Nomor 24 tahun 1992 
adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengen-
dalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang ini meliputi ruang daratan, 
ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan 
peraturan perundang-undangan.  
Dalam proses perencanaannya dilakukan dengan mempertim-
bangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi budidaya 
dan fungsi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya, serta 
fungsi pertahanan keamanan. Pemanfaatan ruang dilakukan melalui 
pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya, 
yang didasarkan atas rencana tata ruang dan diselenggarakan secara 
bertahap sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana 
tata ruang. Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang diseleng-
garakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap 
pemanfaatan ruang.  
Rencana tata ruang sebagai hasil perencanaan tata ruang, sesuai 
dengan Undang-undang Penataan Ruang pasal 19 ayat 1 terdiri atas 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata 
Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I (RTRWP) dan Rencana 
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab/kota Daerah Tingkat II. Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang telah ditetapkan dalam 
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Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997, merupakan strategi dan 
arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah negara (pasal 20). 
Tujuan ditetapkannya RTRWN ini adalah mewujudkan pemanfaatan 
ruang yang adil, merata dan terpadu; menciptakan keterkaitan dan 
keseimbangan perkembangan antar wilayah dan keserasian antar 
sektor; pengarahan, lokasi investasi pemerintah, swasta dan/atau 
masyarakat, di dalamnya termasuk penataan ruang wilayah propinsi 
dan wilayah kabupaten/kota. 
Substansi dari RTRWN meliputi tujuan nasional dari peman-
faatan ruang, struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah nasional, 
kriteria dan pola pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya, 
dan kawasan tertentu. Secara rinci isi dari dokumen perencanaan 
ruang nasional ini adalah penetapan kawasan lindung, kawasan 
budidaya, dan kawasan tertentu yang ditetapkan secara nasional, 
norma dan kriteria pemanfaatan ruang, serta pedoman pengendalian 
pemanfaatan ruang. 
Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) sebagai hasil 
perencanaan ruang ditingkat propinsi, merupakan penjabaran strategi 
dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional ke 
dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah propinsi (pasal 
21), yang meliputi : 
a. Tujuan pemanfataan ruang wilayah propinsi untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan; 
b. Struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah propinsi 
c. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah propinsi 
RTRWP berisi arahan pengelolaan kawasan lindung dan kawa-
san budidaya; arahan pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perko-
taan dan kawasan tertentu; arahan pengembangan kawasan permu-
kiman, kehutanan, pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata 
dan kawasan lainnya; arahan pengembangan sistem permukiman per-
desaan dan perkotaan; arahan pengembangan sistem prasarana wilay-
ah yang meliputi prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, peng-
airan, dan prasarana pengelolaan lingkungan; arahan pengembangan 
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kawasan yang diprioritaskan serta arahan kebijaksanaan tata guna 
tanah, air, udara dan tata guna sumber-daya alam lainnya, serta 
mempertahankan keterpaduan dengan sum-berdaya manusia dan 
sumberdaya buatan/binaan. 
Selanjutnya di dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa 
RTRWP selain menjadi acuan perumusan kebijaksanaan untuk men-
capai keseimbangan perkembangan antar wilayah propinsi, juga seba-
gai pengarah lokasi investasi dan menjadi pedoman penataan ruang 
wilayah kabupaten/kota yang merupakan dasar dalam pengawasan 
terhadap perizinan lokasi pembangunan. 
Untuk tingkat kabupaten/kota, hasil perencanaan ruangnya 
diwujudkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. 
RTRW Kab/Kota ini merupakan penjabaran strategi dan arahan 
kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah propinsi ke dalam strategi 
pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota (pasal 22), 
yang meliputi : 
a. Tujuan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota 
b. Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/ 
kota 
c. Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota 
d. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/ 
kota 
Lingkup kajian dan isi dari RTRW Kabupaten/Kota terdiri dari 
pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya; pengelolaan 
kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu; sistem 
kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan dan per-
kotaan; sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, peng-
airan dan prasarana pengelolaan lingkungan; penatagunaan tanah, air, 
udara dan sumberdaya alam lainnya yang memperhatikan keterpaduan 
dengan sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. 
RTRW Kabupaten/Kota menjadi dasar untuk penerbitan per-
izinan lokasi pembangunan, kebijakan pokok pemanfaatan ruang, 
mewujudkan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/ 
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kota, dan penyusunan rencana rinci tata ruang serta pelaksanaan 
pembangunan. 
Memperhatikan dasar hukum dan pengertian penataan ruang 
wilayah di atas, dapat diintisarikan bahwa penataan ruang wilayah 
sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku masih sangat 
kental dengan pendekatan top down. Hal ini dapat dimengerti 
mengingat pemanfaatan ruang dalam kerangka pencapaian sinergi dan 
optimasi manajemen sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sum-
berdaya manusia perlu adanya persatuan dan kesatuan pelaksanaan. 
Akan tetapi persoalannya lebih kepada implikasi negatif dari 
pendekatan top down tersebut yang selalu melihat bahwa masyarakat 
atau entitas di tingkat bawah adalah imperior, tidak mampu, lemah, 
marjinal, sehingga pengambilan keputusan akan apa yang baik untuk 
mereka harus dilakukan secara terpusat di pucuk pemerintahan (Andi 
Oetomo, 2001). 
Pertanyaan-pertanyaan lainnya akan berkaitan dengan pelak-
sanaan UU Nomor 22 tahun 1999 yang secara efektif diberlakukan 
sejak tahun 2001 ini. UU ini sangat besar bobot pendekatan bottom 
up-nya. Implikasi dari undang-undang ini sangat signifikan penga-
ruhnya terhadap pelaksanaan penataan ruang, khususnya di daerah. 
Muatan UU Nomor 24 tahun 1992 sepertinya perlu ditinjau kembali 
seperti menyangkut mekanisme, substansi, kedudukan, fungsi dari 
penataan ruang untuk setiap tingkat pemerintahan. 
 
3  Tuntutan dan Tantangan Penataan Ruang Wilayah Propinsi 
dan Kabupaten/Kota Ke Depan 
Penataan ruang wilayah merupakan kegiatan yang dinamis dan 
harus adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Tuntutan 
dan tantangan otonomi daerah sebagai tekanan internal dan globalisasi 
serta kebijaksanaan nasional sebagai kekuatan eksternal merupakan 
faktor-faktor yang mau tidak mau harus diantisipasi di dalam 
pelaksanaan penataan ruang wilayah pada masa mendatang. 
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Tuntutan dan tantangan penataan ruang wilayah tersebut ten-
tunya tidak lepas dari bagaimana menciptakan ruang yang “livable”. 
Pengertian livable ini tidak saja bagaimana masyarakat bisa hidup di 
dalam ruang yang memadai kualitasnya, tetapi juga ditunjang oleh 
pranata lainnya yang berkaitan dengan terbentuknya ruang yang 
berkelanjutan. Selain itu, penataan ruang juga harus menjamin terben-
tuknya ruang yang “marketable”. Pengertiannya adalah penataan 
ruang juga harus dilihat dari kacamata ekonomi, dalam artian dapat 
mewujudkan ruang yang kondusif bagi penanaman modal, serta 
mensejahterakan masyarakat dengan tetap memperhatikan peman-
faatan ruang yang berkelanjutan. Bahasan mengenai hal ini akan 
diuraikan menjadi dua bagian yaitu internal pressure dan global 
forces. 
 
3.1 Tekanan Internal (Internal Pressure) 
Beberapa tekanan internal yang akan memberikan warna bagi 
penataan ruang wilayah ke depan adalah : 
a. Pemanfaatan ruang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan 
Pengalihan fungsi lahan yang gencar terjadi, merupakan faktor 
penting terjadinya dampak negatif terhadap lingkungan. Berbagai 
fakta menunjukkan bahwa dampak negatif pembangunan ekonomi 
menyebabkan tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejah-
teraan masyarakat menjadi terhambat, bahkan tidak tercapai. 
Selama ini pertimbangan lingkungan belum dicermati dalam setiap 
kebijakan pembangunan ekonomi maupun ruang. Jika pemba-
ngunan ekonomi tidak memperhatikan kualitas lingkungan hidup 
masa depresiasi sumberdaya alam akan semakin nyata, yang pada 
akhirnya akan meningkatkan biaya ekonomi yang terbebani 
dengan ongkos lingkungan. 
b. Demokratisasi dalam penataan ruang 
Tekanan akan akuntabilitas, transparansi dan keterbukaan serta 
“participatory planning” merupakan beberapa ciri demokratisasi 
di dalam penataan ruang. Meskipun sudah ada political will dari 
pemerintah untuk mengimplementasikan peranserta masyarakat 
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dalam penataan ruang (PP Nomor 69 tahun 1996), namun dalam 
pelaksanaannya masih jauh dari yang diharapkan. Masyarakat 
sebagai subyek penataan ruang masih ditempatkan pada posisi 
yang pasif. RTRW hanya diinformasikan kepada masyarakat, dan 
masyarakat belum dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan 
kebijakan pemanfaatan ruang di daerah. 
c. Otonomi Daerah 
Dengan dilaksanakannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, 
pemerintahan daerah, tentunya akan berkonsekuensi logis terhadap 
perubahan mekanisme pelaksanaan penataan ruang. Pendekatan 
penataan ruang yang top down perlu diatur kembali, dengan 
memberikan bobot yang lebih besar bagi terwujudnya proses 
bottom up. Hal lainnya adalah konsistensi antara UU Nomor 24 
tahun 1992 tentang Penataan Ruang dengan peraturan perundang-
undangan yang ada. Pengaturan yang mendesak untuk segera 
ditangani adalah penetapan bersama mengenai komponen-
komponen penataan ruang yang akan diatur antara propinsi 
kabupaten/kota dan nasional. 
d. SDM berkualitas dalam penataan ruang wilayah 
Kurangnya komitmen dan pengertian dari aparat yang terkait 
dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan adanya berbagai 
pedoman dalam penataan ruang yang belum tersosialisasi dan 
belum diimplementasikan, dapat menyebabkan terjadinya konflik 
kepentingan dalam penataan ruang. Ketidak jelasan law 
enforcement salah satunya diakibatkan oleh kurang pedulinya 
sumberdaya manusia pengelola tata ruang ini. Dalam arti lain 
sumberdaya manusia Pemda yang ada sekarang lebih melihat 
kepada keuntungan sesaat (PAD) daripada menjaga lingkungan 
yang orientasinya jangka panjang. 
e. Standar/indikator yang menjadi tolok ukur penataan ruang yang 
berkualitas 
Adanya pergeseran nilai-nilai yang berlaku di masyarakat tentang 
kualitas tata ruang, kehidupan dan lingkungan yang baik dan   
dengan semakin sejahteranya kehidupan masyarakat menuntut 
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kualitas yang lebih baik, baik dari segi lingkungan maupun pena-
taan ruang. Misalnya dengan berkembangnya kawasan permu-
kiman, penghuni perumahan menuntut lebih banyak ruang untuk 
sarana dan prasarana yang sebelumnya tidak terakomodir dalam 
rencana tata ruang yang ada. Standar kualitas ruang yang dise-
pakati bersama kiranya perlu untuk disusun disetiap pemerintah 
daerah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing. 
f. Sinergi dan keseimbangan pembangunan antar wilayah 
Penataan ruang juga diharapkan memiliki peranan yang penting 
dalam menata keseimbangan pertumbuhan antar wilayah, antar 
kawasan perkotaan dan perdesaan, serta antar sektor. Dengan ada-
nya otonomi daerah, konflik antar daerah, ketimpangan antar 
daerah serta kompetisi tidak sehat antar daerah dalam menarik 
investor merupakan sesuatu hal yang mungkin akan terjadi. 
g. Peningkatan upaya pengendalian dan pemanfaatan ruang 
Lemahnya pengendalian tata ruang, merupakan isu utama yang 
terjadi di daerah. Hal ini terjadi akibat kebijakan yang ada kurang 
realistis dan terbatasnya kemampuan lembaga dan pranata hukum 
lainnya yang berkewajiban melaksanakan upaya pengendalian. 
Kelemahan ini terjadi antara lain karena daerah propinsi men-
dapatkan kesulitan dalam menertibkan sesuai hukum, karena aspek 
peradilan masih merupakan wewenang pemerintah pusat. 
 
3.2. Kekuatan Global (Global Forces) 
Kekuatan global merupakan keadaan yang harus juga diper-
hatikan dalam penataan ruang wilayah ke depan. Pengaruh eksternal 
tersebut antara lain adalah : 
a. Kesepakatan Internasional AFTA, NAFTA, & WTO 
Indonesia yang terikat perjanjian dengan dunia internasional harus 
mempersiapkan kebijaksanaan pembangunan, khususnya berkaitan 
dengan penanaman modal. RTRW yang digunakan sebagai dasar 
pertimbangan untuk mengarahkan lokasi investasi, perlu meng-
akomodasikan berbagai hal yang terkait dengan hak dan kewajiban 
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Indonesia dalam perjanjian tersebut. Jangan sampai aturan izin 
pemanfaatan ruang yang dibuat di daerah bertentangan dengan 
kesepakatan-kesepakatan yang sudah disetujui dan mengikat 
Indonesia dengan dunia internasional, baik di lingkungan ASEAN, 
Asia Pasifik bahkan juga dunia. 
b. Kebijaksanaan Pemanfaatan Ruang Nasional 
Adanya perubahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang dan sektor di 
tingkat nasional, akan sangat mempengaruhi pelaksanaan penataan 
ruang di tingkat daerah. Sebagai contoh adanya arahan dan 
kebijakan nasional yang mewajibkan Jawa Barat memasok stok 
pangan nasional sebesar 21% tentunya berimplikasi terhadap 
alokasi kawasan pertanian produktif beririgasi teknis. Contoh 
lainnya, kebijaksanaan pembangunan infrastruktur jalan nasional 
maupun jalan tol sangat berkaitan dengan pembentukan struktur 
dan pola pemanfaatan ruang di daerah. Untuk itu keselarasan antar 
pusat dan daerah perlu dimantapkan keberadaannya. 
c. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
cepat akan berpengaruh terhadap penataan ruang secara keselu-
ruhan. Contoh yang terlihat jelas adalah di bidang telekomunikasi 
dan komputerisasi, kedua bidang ini begitu cepat maju dan 
berkembang yang secara konvergen mendorong munculnya 
industri “multimedia”, yang pada tahap selanjutnya mendorong 
munculnya “ekonomi digital” dan menjadikan globalisasi sebagai 
fenomena yang tidak lepas dari “networking linked system”. 
Tuntutan dan tantangan baik dari luar maupun dari dalam 
tersebut merupakan sebagian kecil dari kenyataan yang ada. Masih 
banyak yang lainnya dan perlu segera disiasati dalam pelaksanaan 
penataan ruang di daerah. 
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4  Pemikiran Penataan Ruang Wilayah Propinsi dan Kabupaten/ 
Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah 
Setelah memperhatikan kajian-kajian terhadap dasar hukum 
penataan ruang, pengertian penataan ruang wilayah, serta tuntutan dan 
tantangan penataan ruang ke depan, dalam bagian ini akan dijelaskan 
mengenai pemikiran penataan ruang wilayah propinsi dan kabupaten/ 
kota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Sintesa yang dilaku-
kan terdiri dari tiga bagian yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan 
ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 
 
4.1  Pemikiran Perencanaan Tata Ruang Propinsi dan Kabupaten/ 
Kota 
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pendekatan atau cara 
pandang perencanaan tata ruang wilayah hendaknya perlu disesuaikan 
dengan perubahan sistem pemerintahan serta sistem politik yang ada. 
Pendekatan perencanaan dituntut untuk bergeser dari perencanaan 
tradisional menjadi perencanaan partisipatif dengan pendekatan 
strategic planning. 
Dalam beberapa literatur dijelaskan bahwa perencanaan strategis 
sangat berkaitan dengan suatu proses yang berorientasi pada hasil 
yang ingin dicapai di masa depan dengan memperhitungkan potensi, 
peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Pilar 
perencanaan strategis dicirikan oleh akuntabilitas dan keberhasilan 
pencapaian hasil yang diinginkan. Menurut TIM AKIP BPKP (1999) 
empat pilar perencanaan strategis adalah mengetahui dimana kita pada 
saat ini (where are we now?), mengetahui kemana kita akan menuju 
(where do we want to be?), bagaimana kita mencapai tujuan (how do 
we get there?) serta bagaimana kita mengukur kemajuan (how do we 
measure our progress?). 
Dalam perencanaan strategis, keterlibatan masyarakat menjadi 
lebih tinggi, sehingga produk perencanaan tersebut didukung oleh 
semua pihak (komitmen stakeholder) terutama masyarakat. Penentuan 
kebijakan lebih didasarkan pada hasil kesepakatan daripada hasil 
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keputusan sepihak (top down). Kebutuhan dari sisi masyarakat lebih 
diprioritaskan daripada kebutuhan dari sisi perencana (pemerintah). 
Hal lainnya adalah orientasi politis lebih dipentingkan daripada 
orientasi manajemen, dan fokus perencanaannya lebih diarahkan pada 
kebijakan daripada aspek operasional. Perencanaan jangka panjang 
juga merupakan salah satu ciri dari perencanaan strategis. Dengan 
perencanaan ruang jangka panjang diharapkan dapat dengan mudah 
beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Masalah-
masalah yang diangkat lebih kepada masalah yang berhubungan 
dengan masyarakat sebagai pengguna ruang dibandingkan dengan 
masalah organisasi pemerintah sebagai perencana. 
Sebagai wacana kita bersama, karakteristik kedua pendekatan 
tersebut dapat dijelaskan seperti tertulis di dalam tabel berikut (Roger 
L. Kemp, 1992). 
 
KARAKTERISTIK TRADITIONAL PLANNING 
DENGAN STRATEGIC PLANNING 
 
TRADITIONAL PLANNING  
 
 
 
 
 
STRATEGIC PLANNING 
Short Range Long Range 
Single Issue Multiple Issues 
Organizational Issues Community Issues 
Hierarchical Non Hierarchical 
Low Involvement High Involvement 
Directive Based Consensus Based 
Staff Oriented Citizen Oriented 
Management Oriented Politics Oriented 
Staff Awareness Public Awareness 
Operational Focus Policy Focus 
Sumber : Center for Startegic Planning, Cliffon, NJ, 1992 
Dengan demikian substansi rencana tata ruang wilayah ke depan 
lebih bersifat hanya menetapkan kebijakan-kebijakan dan tidak hanya 
mengatur operasionalisasi rencana tata ruang. Proses perencanaan 
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yang lebih banyak melibatkan masyarakat menjadi hal yang sangat 
penting, sehingga perlu ditetapkan mekanisme keterlibatan masyara-
kat agar perencana dapat mengetahui keinginan dan kebutuhan masya-
rakat. Selain itu perencana juga harus mampu melihat permasalahan 
yang terjadi secara komprehensif sehingga ia mampu mengantisipasi 
masalah tersebut untuk kepentingan jangka panjang. 
Salah satu contoh yang kiranya perlu untuk ditelaah lebih 
mendalam khususnya berkaitan dengan perencanaan partisipatif 
adalah seperti yang disampaikan oleh Wakil Presiden Amerika yang 
lalu, yaitu Al Gore (Blair House, 1997) dimana penekanan kepada 
customer (masyarakat) merupakan langkah utama yang menentukan 
keberhasilan pembangunan. Kata-kata kunci dari pernyataannya 
adalah : 
1. Identify your customers 
2. Continuously ask your customers what they want 
3. Set standard so people know what they want 
4. Measure and publicize result 
Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana implikasi hubungan 
antara RTRWP dengan RTRW Kab/kota dikaitkan dengan tidak 
adanya hirarki pemerintahan antara daerah propinsi dan kabupaten/ 
kota. Sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai hal tersebut. 
Ketidakjelasan ini akan berpengaruh terhadap terwujudnya penataan 
ruang wilayah yang terpadu dan sinergis antara penataan ruang 
wilayah nasional, propinsi dan kabupaten/kota. Di dalam PP 25 tahun 
2000 dijelaskan bahwa penetapan tata ruang propinsi, didasarkan pada 
kesepakatan antara propinsi dengan kabupaten dan kota. Tentunya hal 
ini  akan sangat bertentangan apabila RTRWP hanya merupakan 
mozaik dari RTRW kabupaten/kota. 
Jalan keluar yang perlu dilakukan adalah menentukan kembali 
komponen-komponen struktur dan pola pemanfaatan ruang disetiap 
tingkatan secara bersama-sama dengan melibatkan partisipasi 
masyarakat. UU Nomor 22 tahun 1999 telah mengatur kewenangan 
dari masing-masing tingkatan pemerintahan yang ada, baik propinsi 
maupun kabupaten/kota. Yang perlu dicari adalah kesepahaman dan 
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kesepakatan bersama mengenai komponen yang akan diatur dalam 
rencana tata ruang wilayah propinsi maupun kabupaten/kota. Dengan 
adanya pembagian yang jelas tersebut akan berkorelasi terhadap 
fungsi dan substansi, serta legalitas dari masing-masing RTRW. 
Masih terdapatnya kewenangan pembangunan di tingkat 
propinsi, menjadikan produk perencanaan ruang propinsi mempunyai 
fungsi dan peran tersendiri. Perencanaan tata ruang propinsi berfungsi 
sebagai perekat antar daerah kabupaten/kota dalam satu kesatuan 
wilayah propinsi. Hal ini dimaksudkan agar terjadi kesinergisan 
mengenai struktur dan pola pemanfaatan ruang, terutama keseim-
bangan ekosistem antar kabupaten/kota, sehingga ancaman penurunan 
kualitas lingkungan akibat tidak terintegrasinya pemanfaatan ruang 
dapat diminimalkan. 
Pertanyaan lainnya berkaitan dengan kedudukan rencana tata 
ruang wilayah dengan perencanaan pembangunan lainnya, seperti 
Propreda, Repetada maupun Renstra. Rencana tata ruang wilayah 
sebaiknya tidak terpisahkan dari produk-produk perencanaan 
pembangunan yang ada. Pendekatan wilayah atau ruang merupakan 
jembatan dalam mencapai kesinergian antar sektor. Untuk itu rencana 
tata ruang wilayah dapat diartikan sebagai penjabaran spasial dari 
rencana-rencana pembangunan tersebut. Di dalam penjelasan pasal 21 
dan 22 UU No 24 tahun 1992, diuraikan bahwa RTRW dijabarkan ke 
dalam program pemanfaatan ruang sejalan dengan “Repelita”, serta 
dijabarkan lagi ke dalam kegiatan pembangunan tahunan. 
 
4.2 Pemanfaatan Ruang Propinsi dan Kabupaten/Kota 
Pemanfaatan ruang wilayah antara propinsi dan kabuapetn/kota 
sangat berkaitan erat dengan kewenangan yang diberikan sesuai 
dengan peraturan perundangan yang berlaku. Propinsi dengan kewe-
nangan lintas daerah lebih kepada menjaga, serta memfasilitasi 
sinkronisasi dari pemanfaatan ruang antar kabupaten/kota. Peman-
faatan ruang di dalam wilayah kabupaten/kota merupakan porsi dari 
masing-masing kabupaten/kota yang bersangkutan. 
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Pemanfaatan ruang pada intinya merupakan pelaksanaan 
program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya yang didasarkan 
atas rencana tata ruang (pasal 15 UU No 24 tahun 1992). Untuk itu 
penanganan pemanfaatan ruang sangat bergantung kepada komponen-
komponen struktur dan pola pemanfaatan ruang yang diatur dalam 
perencanaan tata ruang. 
Pemanfaatan ruang di Indonesia ini memang tidak dapat 
disamakan dengan negara-negara lain. Tanah dilihat dari penggunaaan 
maupun kepemilikannya (perwujudan nyata pemanfaatan ruang) yang 
seharusnya merupakan barang publik (public goods), telah berubah 
menjadi komoditi yang diperdagangkan. Kesulitan penanganan kepe-
milikan tanah ini akan menjadi salah satu kendala dalam implementasi 
pemanfaatan ruang. Penerapan metode konsolidasi tanah atau kapling 
siap bangun (kasiba) kiranya perlu diterapkan secara maksimal dalam 
pemanfaatan ruang di daerah. Selain itu optimalisasi tanah-tanah 
kepemilikan negara seharusnya perlu dijaga keberadaannya. 
Penerapan insentif dan disinsentif di dalam pemanfaatan ruang 
merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penataan 
ruang. Penetapan kebijakan insentif dimaksudkan untuk memberikan 
rangsangan terhadap pemanfaatan ruang yang seiring dengan tujuan 
penataan ruang. Sedangkan kebijakan disinsentif ditujukan untuk 
membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan 
dengan rencana tata ruang. Salah satu bentuk proses tersebut dapat 
dilakukan dalam perizinan pemanfaatan ruang. Mekanisme perizinan 
pemanfaatan ruang perlu diatur sedemikian rupa disesuaikan dengan 
karakteristik serta komponen dari masing-masing perencanaan tata 
ruang wilayah. 
Selanjutnya yang cukup krusial adalah penyelarasan program 
sampai dengan kegiatan antara pembangunan secara keseluruhan 
dengan pemanfaatan ruang. Penyelarasan program ini penting dalam 
rangka membentuk ruang yang sesuai dengan pola dan struktur tata 
ruang yang telah disepakati bersama. 
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4.2 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Propinsi dan Kabupaten/ 
Kota 
Langkah pengendalian terdiri dari pengawasan dan penertiban. 
Untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut perlu perangkat 
pendukung yaitu lembaga pengendali dan mekanisme yang jelas. 
Lembaga yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang 
belum secara jelas diuraikan dalam peraturan perundangan yang ada. 
Memperhatikan struktur organisasi pemerintahan yang ada, 
pengendalian pemanfaatan ruang tidak cukup hanya ditangani oleh 
unsur pemerintah daerah saja, tetapi harus mencakup lembaga 
yudikatif (kejaksaan & kehakiman), legislatif serta kepolisian, disesu-
aikan dengan substansi permasalahannya. 
Pengendalian pemanfaatan ruang ini sangat berkaitan pula 
dengan aspek legalitas dari RTRW dan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan penataan ruang. Kejelasan aspek 
hukum ini sangat menentukan kegiatan law enforcement di lapangan. 
 
5 Kesimpulan 
Penataan ruang wilayah propinsi dan kabupaten/kota di dalam 
era otonomi daerah ini pada prinsipnya memerlukan dukungan dari 
semua stakeholder maupun shareholder. Penataan ruang harus sudah 
mengadopsi pendekatan partisipatif, melalui peran serta masyarakat 
dalam setiap tahapannya. Penataan ruang dilain pihak, tidak hanya 
dapat dilihat dari sisi produk rencana tata ruang wilayahnya saja, 
tetapi juga harus dapat dilihat dari operasionalisasi kebijakan tersebut 
ke dalam pemanfaatan ruang maupun pengendalian pemanfaatan 
ruang. 
Memperhatikan tuntutan dan tantangan ke depan yang akan 
dihadapi, UU Nomor 24 tahun 1992 yang menjadi payung bagi 
pelaksanaan penataan ruang kiranya perlu disesuaikan kembali dengan 
UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Kejelasan 
dan konsistensi aturan perundangan tersebut akan lebih memberikan 
titik terang dalam pelaksanaan di daerah. 
--------------------------- 
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